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Muhammad Rendy Rahmawan, C100140357, Tanggungjawab Hukum Para Pihak 
Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Studi Di Permodalan Nasional Madani 
Sukoharjo), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. Tujuan 
penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui sistem pemberian kredit hukum nasabah 
oleh Permodalan Nasional Madani, Sukoharjo; b) Untuk mengetahui tanggung jawab 
hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi 
Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo; c) Untuk mengetahui 
Problematika yang muncul dalam pemberian kredit Program Meekar dan Bagaimana 
solusi yang diterapkan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis-empiri 
dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 
jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai 
Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar 
(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo). 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: a) Kredit yang dilakukan PNM sama dengan 
kredit pada bank yaitu Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, 
dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta 
kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau 
kredit bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang 
berupa barang maupun jasa, hanya saja yang membedakan hanya pada jenis 
nasabahnya dimana yang menjadi nasabah adalah merupakan keluarga pra sejahtera 
dimana memiliki eknomi yang kurang untuk memulai sebuah usaha dan harus secara 
berkelompok minimal 20 orang; b) Kewajiban PT. Permodalan Nasional Madani 
Cabang Sukoharjo yaitu: (1) Memberikan pinjaman, (2) Menyimpan barang jaminan, 
(3) Menyerahkan kembali barang jaminan jila telah lunas, (4) Mengasuransikan jiwa 
debitur kepada perusahaan asuransi jiwa, (5) Melakukan pengawasan, pemeriksaan 
dan koordinasi kondisi usaha dari nasabah (debitur). Kewajiban debitur yaitu: (1) 
Membayar biaya provisi, biaya administrasi dan biaya percetakan serta biaya lainnya, 
(2) Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya, (3) 
Menyerahkan barang jaminan kepada pihak kreditur sampai pelunasan pinjaman, (4) 
Membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, (5) Mentaati 
peraturan yang berlaku; c) Faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan 
karena kesalahan pihak debitur antara lain: 1)Menurunnya kondisi usaha bisnis 
perusahaan; 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan; 3) 
Problem keluarga; 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka 
yang lain; e) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius; f) Munculnya kejadian di luar 
kekuasaan debitur; g) Watak buruk debitur. 
 






Muhammad Rendy Rahmawan, C100140357, Legal Responsibility of the Parties in 
Giving Mekaar Program Credit (Study in Permodalan Nasional Madani Sukoharjo), 
Faculty of Law, Surakarta Muhammadiyah University 2018.The purpose of this study is; 
a) To find out the customer legal credit system by Permodalan Nasional Madani, 
Sukoharjo; b) To find out the legal responsibilities of the Parties in the Provision of the 
Mekaar Credit Program (Fostering the Prosperous Family Economy) (Study in 
Permodalan Madani Sukoharjo; c) To find out the problems that arise in the Meekar credit 
program and how the solution is implemented. The approach to the problem used by the 
juridis-empiri with the type of research used in this study is descriptive, namely the type 
of research that provides a clear picture of the Responsibility of the Law of the Parties in 
Providing Mekaar Program Credit (Fostering the Family Economy) (Study in Madani 
Sukoharjo Capital) . The results of the research obtained are: a) The loans made by PNM 
are the same as loans to banks, namely bank loans to the public for business activities, 
and or consumption.b) Obligations of PT. Permodalan Nasional Madani Sukoharjo 
Branch, namely: (1) Providing loans, (2) Saving collateral items, (3) Sending back 
collateral items already paid off, (4) Insuring the debtor's life to life insurance companies, 
(5) Conducting supervision, inspection and coordination of business conditions of 
customers (debtors). The debtor's obligations are: (1) Paying fees, administrative fees and 
printing costs and other costs, (2) Returning credit in the form of principal installments 
and interest, (3) Submitting collateral to creditors until repayment of loans, (4) Paying 
fines if late installment payments occur, (5) comply with applicable regulations; c) 
Factors that cause bad credit due to errors of the debtor include: 1) Decreasing conditions 
in the business enterprise; 2) There is mismanagement in the management of the 
company's business ventures; 3) Family problems; 4) Failure of debtors in their other 
fields of business or companies; e) Difficulties in serious financial liquidity; f) The 
occurrence of events outside the authority of the debtor; g) The bad character of the 
debtor. 
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1 PENDAHULUAN 
Alokasi kredit kepada nasabah melalui sebuah perjanjian melalui kreditur  kepada 
debitur, dari kesepakatan ini maka terjadi hubungan hukum. Pada realita yang terjadi 
kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur 
hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian krdit antara kreditur 
dan debitur perlu diberikan perhatian khusus, hal ini dikarenakan kredit memiliki 
fungsi yang  sangat penting baik dalam hal pengelolaan dan penatalaksanaan terhadap 
kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan Antara kreditur maupun ebitur 
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terhadap perjanjian kredit dianggap sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh 
kedua belah pihak. 
 Perkembangan dunia perekonomian serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) mengharuskan sebuah bangsa bersaing secara global, untuk hal 
ini maka harus dilakukan perbaikan kearah yang lebih baik. Kemajuan suatu negeri 
dapat dilihat dari pembangunan ekonominya. Hal ini berarti adanya lembaga 
keuangan yang ikut terlibat terhadap pembiayaan maupun pembangunan ekonpmi 
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bagian dari bank 
(lkbb), dimana keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga 
keuangan non bank adalah: “Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang 
kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) 
dibandingkan asset non finansial atau asset riil”.1 
 Kredit dan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan, hal ini 
dikarenakan umumnya keduanya merupakan tempat penyedia kredit untuk 
masyarakat yang memerlukan dana. Lembaga keuangan non perbankan adalah 
lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun modal dari masyarakat lalu 
memberikan kembali kepada masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan modal 
terhadap kegiatan produktif maupun konsumtif. Pada realitanya sebuah analisis 
pembiayaan terhadap permohonan yang diajukan pasti mengalami masalah berupa 
kredit macet. Penyebab dari kredit macet diantaranya karena para pihak yang 
memiliki tugas untuk menganlaisis kurang teliti seperti tidak masuk dalam prediksi 
yang dilakukan mengenai tidak mampunya debitur untuk melakukan pembayaran 
yang merupkan kewajibannya kepada bank. Hal ini merupakan unsur kesengajaan 
dimana debitur tidak mampu membayar 
Acoount Officer atau biasa disebut AO pada PT. Permodalan Nasional Madani 
menjelaskan bahwa pada awal tahun 2016 telah menjalankan program membina 
ekonomi keluarga sejahtera (Meekar). Program Meekar ini hanya dialokasikan 
kepada ibu rumah tangga pra sejahtera. Program Meekar ini hanya untuk wanita 
                                                             
1 Wiji,Nurastuti, 2011, Teknologi Perbankan,Yogyakarta: Graha Ilmu,Hal.53. 
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produktif yang berada dalam ekonomi dibawah garis kemiskinan seperti keluarga 
nelayan yang diberikan bantuan plafon sekitar dua juta rupiah hsampai lima juta 
rupiah pad setiap nasabah. Syarat pengajuan pinjaman ini harus terdiri dari sepuluh 
hingga tiga puluh dalam setiap kelompok.2 
 Setiap nasabah yang terdiri dari kelompok harus memberikan iuran tiap bulan 
muai dari lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah setiap minggu. Fakta yang 
terjadi dilapangan, terkadang para nasabah mengalami kendala sehingga terjadi kredit 
macet. Alasan dari pembayaran yang telat adalah bahwa mereka tidak memiliki 
modal untuk membayar, usaha yang dijalankan belum memberikankeuntungan dan 
beberapa dari nasabah ada yang lepas tanggungjawab dengan cara tidak merspon 
walaupun sudah diberi informasi mengenai pembayaran iuran sehingga berdampak 
anggota lain harus membayar kewajiban dari nasabah yang lain..3 
 Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan 
penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi 
masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun 
lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, 
organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya 
peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank. Di 
Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan 
kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. 
Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan 
legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, 
khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Perkembangan dalam 
masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi 
usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga 
keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat 
                                                             
2 Herdin S.H, Wawancara Pribadi Account Office Pnm, Jl. Jend. Sudirman, No. 145, Sukoharjo, Kec. 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Tanggal 1 Maret 2018. 
3Herdin S.H, Wawancara Pribadi Account Office Pnm, Jl. Jend. Sudirman, No. 145, Sukoharjo, Kec. 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Tanggal 1 Maret 2018. 
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yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM).4 
 Program untuk mendorong pemberian Kredit dan Pembiayaan perbankan kepada 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan 
Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, dengan 
tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disesuaikan dengan 
kemampuan Bank Umum, pada tahun 2015 yang ditetapkan paling rendah sebesar 
5%, tahun 2016 paling rendah sebesar 10%, tahun 2017 paling rendah sebesar 15% 
dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.5 
 Terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara 
lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau 
Pembiayaan dari perbankan.Oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih 
meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM.6 
 Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya 
tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan 
pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, 
pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.” Penggolongan pembiayaan 
bermasalah.7 
 Perlu adanya strategi untuk mengatasi hal tersebut, karena penetapan strategi yang 
tepat mempunyai peran yang sangat dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi-
strateginya yang perlu dibentuk adalah strategi inventif (berdaya cipta) strategi ini 
bertujuan menciptakan dan memanfaatkan peluang yang tidak dikenali oleh pesaing 
dalam persaingan pasar saat ini. Strategi ini lebih banyak berbicara mengenai 
karakteristik produk baru; strategi renovatif (berdaya renovasi) strategi ini 
                                                             
4 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan 
Mikro. 
5Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/Pbi/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau 
Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 
Dan Menengah. 
6Ibid,.  
7Muhammad, Sollahudin Dan Hakim,2010. Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah.Surakarta 
Muhammdiyah University Press,Hal.1. 
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memungkin perusahaan umtuk menciptakan peluang yang benar-benar baru dalam 
hal produk, konsumen, teknologi dan kompetensi. Strategi ini berhasil menciptakan 
keuntungan finansial dalam persaiangan pasar, dan resiko pribadi/organisasi yang 
berhubungan dengan merenovasi strategi yang telah ada strategi tambahan 
(inkremental) strategi ini meliputi perubahan sederhana dari lingkup, posisi, dan 
tujuan. Bagi perusahaan, strategi ini Berarti melakukan sedikit kegiatan yang sama 
dengan sedikit perbedaan dalam hal pelaksanaan. Strategi ini muncul ketika 
organisasi tidak mampu merenovasi atau merumuskan kembali strategi. 
 Berdasarkan penjelasan mengenai program kreit mekaar diatas, maka peneliti 
tertarik untuk meneliti mengenai program kredit mekaar di Permodalan Nasional 
Madani dengan judul: “TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM 
PEMBERIAN KREDIT PROGRAM MEKAAR (MEMBINA EKONOMI 
KELUARGA SEJAHTERA) (STUDI DI PERMODALAN MADANI 
SUKOHARJO)”. 
 Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan 
diteliti, yaitu: a) Bagaimana sistem pemberian kredit hukum nasabah oleh 
Permodalan Nasional Madani, Sukoharjo?; b) Bagaimana tanggung jawab hukum 
Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga 
Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo?; c) Problematika apa yang 
muncul dalam pemberian kredit Program Meekar dan Bagaimana solusi yang 
diterapkan? 
 Tujuan penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui sistem pemberian kredit hukum 
nasabah oleh Permodalan Nasional Madani, Sukoharjo; b) Untuk mengetahui 
tanggung jawab hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar 
(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo; 
c) Untuk mengetahui Problematika yang muncul dalam pemberian kredit Program 
Meekar dan Bagaimana solusi yang diterapkan. 
 Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan 
terhadap hukum sebagai suatu norma Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan 
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Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai Tanggungjawab Hukum Para 
Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga 
Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo). 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis 
penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai 
Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar 
(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo). 
 
2 METODE 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraiakan 
sebagai berikut: 
Pendekatan masalah yang digunakana dalahyuridis-empiris yaitu pendekatan 
terhadap hukum sebagai suatu norma Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum 
dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai 
Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program 
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan 
Madani Sukoharjo). 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 
jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang 
mengenai Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit 
2.1 Pendekatan Masalah 
2.2 Jenis Penelitian 
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Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di 
Permodalan Madani Sukoharjo). 
Penelitan ini dilakukan di Permodalan Nasional Madani Sukoharjo, JL. Jend. 
Sudirman, No. 145, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa 
Tengah. 
Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:8 
a. Data Primer 
Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Permodalan 
Nasional Madani Sukoharjo. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil 
penelitian, putusan pengadilan dan jurnal mengenai perjanjian kredit. 
Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik: 
a. Pengumpuan data primer (field research) dengan teknik wawancara 
dengan Account Officer Permodalan Nasional Madani Sukoharjo. 
b. Pengumpulan data sekunder (library research) untuk studi kepustakaan 
terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum 
tersier terkait dengan perjanjian kredit. 
                                                             
8Ibid. 
2.3 LokasiPenelitian 
2.4 Jenis Data 
2.5 Tekhnik Pengumpulan Data 
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Peneliti menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis yang 
sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai Tanggungjawab 
Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program Mekaar (Membina 
Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo). 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program 
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan 
Madani Sukoharjo 
Dalamperjanjian yan bertimbal balikseperti perjanjian hutang-piutang ini, hakdan 
kewajiban kreditur bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak 
kreditur disatu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula 
sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawahini 
membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-
piutang.9 
 Berdasarkan penelitian di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang 
Sukoharjo, Hak dan kewajiban antara PT. Permodalan Nasional Madani Cabang 
Sukoharjodengan Nasabahyaitu: PT. Permodalan Nasional Madani Cabang 
Sukoharjo berhak (a) Menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan 
kredityang diajukan oleh debitur sesuai dengan ketentuanyang berlaku di PT. 
Permodalan Nasional Madani Cabang Sukoharjo, (b) Menerima pelunasan kredit 
daridebitur berupa angsuran pokokdan bunganya sesuaidengan ketentuan dalam 
perjanjian kredit yang telah disepakati, (c) Menerimapembayaran-pembayaran 
biaya administrasi danprovisi, (d) Mendapatkan keuntungan daribunga yang 
ditetapkandalam perjanjian kredit, (e) Memegang barang jaminan sampai hutang 
debiturdilunasi, (f) Memberikan solusi-solusi dan jalan keluar apabila nasabah 
                                                             
9 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
2.6 Analisis Data 
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(debitur) usahanyamengalami kesulitan, (e) Melakukan upaya hukum sesuai 
ketentuanyang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Sukoharjo 
apabila terjadi kreditmacet.10 
 Kewajiban PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Sukoharjo yaitu: (a) 
Memberikanpinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian 
kredit, (b) Menyimpanbarang jaminan, (c) Menyerahkan kembali barang jaminan 
jika debitur telah melunasi hutangnya, (d) Mengasuransikan jiwa debitur kepada 
perusahaan asuransi jiwa yang telah bekerjasama dengan pihak kreditur, (e) 
Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan koordinasi kondisi usahadari nasabah 
(debitur) dan tetap menjaga usaha agar tetap lancar sehingga angsuran berjalan 
dengan lancer.11 
 Kewajibandebitur yaitu: (a) Membayar biaya provisi, biaya administrasi 
dan biaya percetakan erta biaya lain yang timbul sehubung dengan pemberian 
kredit, (b) Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya sesuai 
dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, (c) Menyerahkan 
barang jaminan kepada pihak kreditur sampai pelunasan pinjaman, (d) Membayar 
denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, (e) Mentaati peraturan 
yang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Sukoharjo terutama 
mengenai kebijakan pemberian kredit.12 
 Kewajiban debitur yaitu: (a) Membayar biaya provisi, biaya administrasi 
dan biaya percetakan serta biaya lain yang timbul sehubung dengan pemberian 
kredit, (b) Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya sesuai 
dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, (c) Menyerahkan 
barang jaminan kepada pihak kreditur sampai pelunasan pinjaman, (d) Membayar 
den dajika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, (e) Mentaati peraturan 
yang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Sukoharjo terutama 
mengenai kebijakan pemberian kredit. 
                                                             
10 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
11 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
12 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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 Berdasarkan kewajiban debitur maka jika dilihat pada asas perjanjian 
maka kewajiban debitur memenuhi asas kepercayaan. Seseorang yang 
mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara 
kedua belah pihak itu bahwa satu samalain akan memegang janjinya, dengan kata 
lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, 
maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan 
kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diridan keduanyaitu mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. 
 Selainitu kewajiban debitur kepada PNM sesuai dengan asas yang 
mengikat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan 
bahwa segala perjanjian yang lahir karena undang-undang dan dibuat para pihak 
secarasah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa 
tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pulaajaran asas kekuatan 
mengikat yang dikenal juga adagium-adagium Pacta sunt servanda yangb erarti 
janji yang mengikat.13 
 Perjanjian mengandung suatuasas kekuatan mengikat. Terikatnya para 
pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, 
akan tetapi terhadap beberapa unsur lainsepanjang dikehendaki oleh kebiasaan 
dan kepatutan serta moral. 
 Pada Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian 
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
yang dimaksud dengan itikad baik adalah Kepercayaan, keyakianan yang teguh, 
maksud, kemauan (yang baik). Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea 
dijelaskan bahwa itikad baik(te goeder trouw: good fith) adalah Maksud, 
semangat yang menjiwai para perserta dalam suatu perbuatan hukum atau 
tersangkut dalam hubunganhukum. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan 
                                                             
13 Subekti,2004, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta:Pt.Intermasa,Jakarta,Hal.127. 
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itikad baik dengan istilah dengan jujur atau secara jujur.14 Pelaksanaan itikad baik 
dalam suatu perjanjian Antara PNM dan Debitur itikad baik hanya dapat dilihat 
apabila secara objektif yaitu pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. 
 
3.2 Problematika Muncul Dalam Pemberian Kredit Program Meekar Dan 
Bagaimana Solusi Yang Diterapkan 
Munculnya kredit bermasalaht ermasuk didalamnya kredit macet, pada dasarnya 
tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit 
macet dapat disebabkan baik olehpihak kreditur (PNM) maupun debitur. Faktor-
faktor penyebab yangmerupakan kesalahan pihak kreditur adalah:15 
a. Keteledoran PNM mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah 
digariskan; 
b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan 
yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan; 
c. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang 
beresiko tinggi; 
d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang 
berpengalaman; 
e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan 
staf bagian kredit; 
f. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan PNM; 
g. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit 
bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) 
debitur lama. 
h. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang 
bermutu 
 
 Sedangfaktor-faktor penyebabkredit macetyang diakibatkankarena 
kesalahanpihak debiturantara lain:16 
a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya 
kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; 
b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena 
kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani; 
                                                             
14 Ibid,Hal,134. 
15 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
16 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, 
atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga 
debitur; 
d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain; 
e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius; 
f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana 
alam; 
g. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak 
akan mengembalikan kredit). 
 
 SetelahPNM memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, 
bukan berarti bahwa tugas PNM sebagai perantara keuangan selesai sampai di 
situ, melainkan itulah awal mula tugas bank yang sesungguhnya dalam 
penyaluran kredit. PNM senantiasa harus memantau kredit yang telah 
disalurkannya. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai 
dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain? Bagaimana 
perkembangan dan prospek usaha debitur? Bagaimana keadaan perekonomian 
nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagiperkembangan 
usahadebitur? Dan pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan prospek kredit 
yangtelah disalurkanoleh PNM. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab, 
dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang 
telah disalurkan PNM.17 
 Penyelesaian dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat 
ditempuh usaha-usaha sebagai berikut: a) Rescheduling (Penjadwalan Ulang), 
yaitu perubahan syarat kredithanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau 
jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya 
angsuran kredit; b) Reconditionin (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 
pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian 
atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya; c) Restructuring (Penataan Ulang), 
yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut: 1)  Penambahan dana PNM, atau; 
                                                             
17 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi poko kresit baru, 
atau; 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau 
mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.18 
 Permasalahan kredit macet dapat dilihat keslaahn dari kreditur yaitu PNM 
maupun Nasabah yaitudebitur. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak 
analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi 
sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi 
akibat kolusi daripihak analisiskredit dengan pihak debitur sehingga dalam 
analisisnya dilakukan secara subjektif. Dari pihak nasabah kemacetan kredi dapat 
dilakukan akibat 2 hal yaitu: 
a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 
membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. 
Dapat diakatan adanya unsur kemauan untuk membayar. 
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi 
tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti 
kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk 
membayar kredit tidak ada. 
 Dalamhal kreditmacet pihakbank perlu melakukan penyelamatan, 
sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan 
apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran 
terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang 
sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan 
sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.19 
 Faktor-faktorpenyebab kreditmacet yangdiakibatkan karenakesalahan 
pihakdebitur antara lain:20 
a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya 
kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; 
                                                             
18 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
19 Kasmir,2007,Bank & Lembaga Keuangan Lainya,Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada,Hal.109. 
20 Herdin, Ao Pt. Permodalan Nasional Madani, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib. 
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b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena 
kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani; 
c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, 
atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga 
debitur; 
d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain; 
e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius; 
f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana 
alam; 
g. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak 
akan mengembalikan kredit). 
 
 Teknikp engendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan 
untukmenyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi 
penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antaralain:21 
a. Melalui negosiasi bank dengan debitur,bank dapat melakukan penguasaan 
sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barangagunan, apabila kredit belum 
berjalan dengan baik. 
b. Pemberians urat tagihan1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila 
jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal inidilakukan 
dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk 
segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan 
pada waktu melakukan pengajuan kredit. 
c. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat 
secara yuridis berhak menagih piutang, seperti PengadilanNegeri, Kejaksaan, 
danlain-lain. 
d. Debitur macet dinyatakan pailit karena insolvency atau bangkrut, 
penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP),di mana 
kedudukan bank dapat sebagai kreditur preferent, bilamana bank telah 
melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang 
sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasillelang 
masihada sisa, makasisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila 




hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayar kantetap 
merupakan utang debitur yangharus dibayar. Dengan demikian teknik 
pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan 
sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi. 
Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus 
dimulai sedini mungkin sebelum variable penyebabnya berpengaruh terhadap 
aktivitas bank. 
Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 
a. Rescheduling 
1) Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini si debitur memberikan 
keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan 
jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehinggasi debitur 
mempuyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan. 
2) Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang angsuran hampir 
sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran 
kreditnya di perpanjang pembayaranyapun misalnya dari 36 kalimenjadi 
48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring 
dengan penambahan jumlah angsuran. 
b. Resconditioning  
Dengancara mengubahberbagai persyaratan yang adaseperti: 
1) Kapasitas bunga,yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 
2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam halini 
penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya 
bunga yang dapat ditunda pembayaranya, sedangkan pokok pinjamanya 
tetapharus dibayarseperti biasa. 
3) Penurunan suku bunga Penurunan sukubunga dimaksud agar lebih 
meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi 
jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat 
membantu meringankan nasabah. Pembebasan bunga Dalam pembebasan 
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suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah 
sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah 
tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamanya sampai lunas. 
c. Restructuring 
 Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 
menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang 
membutuhkan tambahan dandan usaha yang dibiayai memang masih layak. 
Tindakanini dengan menambah jumlahkredit, dengan menambah equity. 
d. Kombinasi  
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 
e. Penyitaan jaminan 
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-
benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk 
membayar semua hutanghutangnya.22 
4 PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
a) Sistem Pemberian Program Meekar Oleh Permodalan Nasional Madani, 
Sukoharjo 
 ProgramMekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah 
perjanjian kredit yang sah, hal ini dikarenakan sesuai. Syarat sahnya perjanjian 
adanya Kesepakatan para pihak; Kecakapan para pihak; Mengenai suatuhal 
tertentu;Sebab yang halal. 
 Jenis kredit yang diberikan olehPNM juga sesuai dengan kredit bank pada 
umumnya, hanya saja yang membedakan hanya pada jenis nasabahnya. Kredit 
yang dilakukan PNM sama dengan kredit pada bank yaituKredit perbankan 
kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini 
diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk 
membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit bank kepada 
                                                             
22 Kasmir, 2008, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, Hal. 131. 
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individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang 
maupun jasa. 
 Permohonan kredit yang dilakukan oleh Nasabah PNM juga sama dengan 
bank pada umunya dimana pihak PNM memperhatikan; a) Penilaian Watak 
(Character); b) Penilaian Kemampuan (Capacity); c) Penilaian terhadap 
Modal (Capital); d) Penilaian terhadap Agunan (Colleteral); e) Penilaian 
terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi) 
b) Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program 
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) (Studi Di Permodalan 
Madani Sukoharjo 
 KewajibanPT. Permodalan Nasional Madani Cabang Sukoharjo yaitu: (a) 
Memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian 
kredit, (b) Menyimpan barang jaminan, (c) Menyerahkan kembali barang 
jaminan jika debitur telah melunasi hutangnya, (d) Mengasuransikan jiwa 
debitur kepada perusahaan asuransi jiwa yang telah bekerjasama dengan pihak 
kreditur, (e) Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan koordinasi kondisi 
usaha dari nasabah (debitur) dan tetap menjaga usaha agar tetap lancar 
sehingga angsuran berjalan dengan lancer. 
 Kewajiban debitur yaitu: (a) Membayar biayaprovisi, biaya administrasi 
dan biaya percetakan serta biaya lain yang timbul sehubung dengan pemberian 
kredit, (b) Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya 
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, (c) 
Menyerahkan barang jaminan kepada pihak kreditur sampaipelunasan 
pinjaman, (d) Membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran 
angsuran, (e) Mentaati peraturan yang berlaku diPT. Permodalan Nasional 
Madani Cabang Sukoharjo terutama mengenai kebijakanpemberian kredit. 
 Kewajiban debitur yaitu: (a) Membayar biaya provisi, biayaadministrasi 
danbiaya percetakanserta biaya lain yang timbul sehubungd engan pemberian 
kredit, (b) Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya 
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati, (c) 
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Menyerahkanbarang jaminan kepada pihak kreditur sampai pelunasan 
pinjaman, (d) Membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran 
angsuran, (e) Mentaati peraturan yang berlaku di PT. Permodalan Nasional 
Madani Cabang Sukoharjo terutama mengenai kebijakan pemberian kredit. 
c) Problematika Muncul Dalam Pemberian Kredit Program Meekar Dan 
Bagaimana Solusi Yang Diterapkan 
 Faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan 
pihak debitur antara lain: a)Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, 
yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umumdan/atau bidangusaha 
dimana mereka beroperasi; b) Adanya masalah urus dalam pengelolaan usaha 
bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha 
yang mereka tangani; c) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, 
sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan danaoleh salah satu atau 
beberapa orang anggota keluarga debitur; d) Kegagalan debitur pada bidang 
usahaatau perusahaan mereka yang lain; e) Kesulitan likuiditas keuangan 
yang serius; f) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya 
perang danbencana alam; g) Watak buruk debitur (yang dari semula memang 
telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit). 
4.2 Saran 
Diharapkan kedepannya pihak kreditur (PNM) dalam memberikan pinjaman 
kepada debitur memperhatikan kesanggupan debitur dalam pembayaran kredit 
beserta perkembangan usahanya. 
 Diharapkan kedepannya pihak PNM dalam merekrut karyawan 
memperhatikan kemampuan dalam memahami produk PNMdan proses 
peminjaman atau kredit kepada debitur sehingga dalam prosesnya kredit tidak 
mengalami masalah. 
 Diharapkan kedepannya debitur memperhatikan kemampuan finansialnya 
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